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ABSTRACT 
 
This thesis studies raised the question "Responsibilities of the Commission of 
Implementation Suffrage Citizens On Election of Members of Provincial Parliament by Law 
No. 8 of 2012 on General Election of Members of the House of Representatives, Regional 
Representatives Council, and the Regional Representatives Council (Studies in the City 
Pontianak)". 
      This study uses normative law research that is supported by empirical research/ 
sociological. The survey results revealed that the implementation of the right to vote of 
citizens in general elections members of the Regional Representatives Council (DPRD) in 
Pontianak not run as expected, because many people / citizens who have the right to vote are 
not registered in DPT or can not use their voting rights , The number of registered voters in 
the legislative election in Pontianak in 2014 both enrolled in the DPT, DPTb, deposits, and as 
many as 425 646 people DPKTb voters and exercise their voting rights as much as 314 313 
voters or by 73.84%. If the number of voters who registered as many as 425 646 people 
compared to the number of potential voters Pontianak city population as much as 469 480 
people, then there are 43 834 people who have the right to vote but are not registered or lose 
the right to vote in legislative elections in 2014 or by 9.34%. Efforts community / citizen who 
can not exercise their voting rights at the general election members of the Regional 
Representatives Council (DPRD) Pontianak City to report to the authorities and members of 
the Commission or anyone who caused it happened may be subject to criminal sanction as 
stipulated in Law OF No. 8 of 2012 for eliminating the constitutional ights of citizens to vote.                                                                           
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     Recommendations are: the Commission as an institution is given the authority to draw 
up the final voters list should work professionally and prepare DPT properly, so that no 
citizen who lost their constitutional rights in the legislative elections; and the Active Stetsel 
system in legislative elections, every citizen should actively look DPS / DPT, and if his name 
is not listed in the DPS / DPT, the concerned should submit an entry to be fixed, so that the 
concerned do not lose their constitutional rights. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa 
rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih 
pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan 
masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 
Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara 
langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan 
fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang-
Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja 
untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. 
Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan 
umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap 
orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan 
yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga 
ke daerah.  
Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan 
yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh 
bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih 
bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam 
melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga 
dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih 
dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan 
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam 
penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, 
4 
 
pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap 
dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta 
pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak  manapun.    
Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan 
rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar tercipta derajat 
kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, 
serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan 
umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, 
dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
Pemilihan Legislatif Tahun 2014 sudah selesai, tetapi dampak masalah yang 
ditimbulkannya perlu untuk dikaji. Banyak pihak menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
sebagai lembaga penyelenggara gagal dalam menyediakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
sehingga banyak pemilih yang tidak terakomodasi hak pilihnya, maka ramai-ramai partai 
politik yang merasa dirugikan akibat dari kesimpangsiuran Daftar Pemilih Tetap (DPT), 
menempuh jalur hukum mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  
Sebenarnya apa yang salah dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan 
kelanjutannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Penyusunan pendaftaran pemilih bisa 
menggunakan dua stelsel, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Dalam sejarah pemilu negara 
Indonesia, kedua stelsel tersebut pernah dipraktekan. Stelsel pasif misalnya, pernah 
dijalankan pada Pemilu 2004 di mana lembaga penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dituntut aktif untuk mendatangi pemukiman warga hanya untuk melengkapi 
pendataan. Dalam stelsel ini, warga hanya menunggu didaftar oleh petugas khusus. 
Penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu tahun 2014 bila merunut pada acuan Undang-
Undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dasar penentuan sistem 
penyusunan daftar pemilih diatur dalam Pasal 36. Menurut Pasal tersebut, Daftar  pemilih  
sementara  disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain. 
Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas)  hari  oleh  PPS  untuk  
mendapatkan  masukan  dan tanggapan masyarakat. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih 
sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 
5 
 
14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta 
Pemilu. 
Kemudian Pasal 38 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota  menetapkan  daftar  
pemilih  tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap 
disusun dengan basis TPS. Daftar pemilih tetap ditetapkan  paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.  Daftar 
pemilih tetap disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, 
dan PPS. 
Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Daftar pemilih tetap 
diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan 
suara. Daftar pemilih tetap digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. 
Bukan rahasia lagi, dalam setiap pemilihan umum (Pemilu), daftar pemilih tetap (DPT) 
menjadi permasalahan. KPU selaku penyelenggara yang bertanggungjawab atas 
terlaksananya hak rakyat tersebut, selalu mengulangi masalah yang sama. Lalu, bisakah 
rakyat yang kehilangan hak konstitusionalnya karena tidak bisa memilih, menggugat KPU. 
Permasalahan seperti tersebut di atas juga terjadi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, 
salah satu contohnya di Kota Pontianak, yaitu terdapat penduduk potensial pemilih yang tidak 
terdaftar dalam DPT.  Dari rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara anggota DPR, 
DPD, dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014,  sebanyak 469.480 penduduk Kota 
Pontianak tercatat dalam Data Potensial Penduduk Pemilu (DP4). Jumlah tersebut merupakan 
Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) tercatat jumlah penduduk Kota 
Pontianak sebanyak 660.261 jiwa. Tak hanya pemilihan presiden dan legislatif, data tersebut 
juga digunakan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak. DAK-2 ini adalah 
data kependudukan yang telah diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data di 
atas berarti daftar penduduk potensial pemilih Kota Pontianak sebanyak 469.480 orang, 
sedangkan yang terdaftar dalam DPT sebanyak 413.072 orang, berarti terdapat  56.408 orang 
yang memiliki hak memilih tetapi tidak terdaftar atau kehilangan hak pilih dalam pemilu 
legislatif tahun 2014. 
Adanya pemilih yang belum terdaftar, menunjukkan kinerja KPU dan jajarannya lemah. 
“Soal DPT masalah klasik, bukan masalah baru. Penetapan DPT, dimulai dari DP4 dan DPS 
yang selanjutnya divalidasi KPU beserta jajarannya. Tahapan tersebut semestinya 
dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tertutup ruang bagi rakyat pemilih tidak terdaftar 
dalam DPT. “Beda masalahnya jika terdaftar dalam DPT, dia tidak memilih itu haknya.  
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Pengaturan lebih lanjut mengenai permasalahan mengenai hilangnya Hak Konstitusional 
warga Negara dalam pemilihan umum dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Nomor 4 Tahun 2014, di mana Kewajiban penyelenggara adalah memberikan 
kesempatan yang sama pada setiap warga negara yang telah sah menurut undang-undang, 
untuk menggunakan hak politiknya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
PERMASALAHAN 
2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang  penelitian di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1 Bagaimana pelaksanaan hak pilih warga negara pada pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Pontianak? 
2 Bagaimana upaya warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota 
Pontianak?  
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PEMBAHASAN 
3. Pembahasan Masalah 
 
A. Pelaksanaan Hak Pilih Warga Negara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Pontianak          
Sebagaimana diketahui bersama bahwa perjalanan dan pengalaman pelaksanaan Pemilu 
dan Demokrasi di Indonesia baru berlangsung 6 (enam) dasawarsa. Sesungguhnya komitmen 
para founding fathers terhadap penyelenggaraan Negara, yang telah menggunakan sistem 
demokrasi, patut menjadi tonggak sejarah bahwa sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) telah memegang prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun pelaksanaan Pemilu 
di Indonesia baru terlaksana tahun 1955, yakni 10 (sepuluh) tahun kemudian setelah 
proklamasi tahun 1945. Pertimbangan ketidakstabilan politik, yang terjadi pada waktu itu 
menjadi alasan pokok belum memungkinkan diselenggarakan pemilu lebih cepat.                
Pada tahun 1955 tersebut Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama dengan 
diikuti oleh lebih dari 10 (sepuluh) partai politik. Dalam catatan sejarah, pemilu tahun 1955 
sebagai pemilu yang paling demokratis karena disamping  tidak ada korban jiwa juga berjalan 
dengan jujur, adil dan aman. Jika dibandingkan pemilu di era Orde Baru yang berjalan mulai 
tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, sepanjang pelaksanaan pemilu tersebut, 
banyak peristiwa politik berdarah dan cukup mencekam bagi masyarakat Indonesia.             
Sejarah Pemilu di Era Orde Baru yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali tersebut yang 
sangat fenomenal dalam pemilu Era Orde Baru tersebut, terpilih presiden yang sama yaitu; 
Jenderal Besar Mohammad Soeharto. Sedangkan di era reformasi pemilu diselenggarakan 
tahun 1999, 2004, 2009, dan tahun 2014. Pada saat penggantian Rezim Orde Baru ke 
Reformasi terjadi penggantian Presiden sebanyak 5 (lima) kali. Presiden B.J. Habibie sebagai 
presiden masa transisi tahun 1998 s/d 1999 dan Presiden Abdulrahman Wahid tahun 1999 s/d 
2001 hasil pemilu tahun 1999. Oleh karena terjadinya peristiwa politik, timbulnya mosi tidak 
percaya dari rakyat, maka Presiden Abdulrahman Wahid diberhentikan dari jabatan presiden, 
melalui Sidang Istimewa MPR. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarno 
Putri tahun 2001 s/d 2004. Adapun pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama dalam 
sejarah politik di Indonesia yaitu memilih presiden secara langsung. Hasil pemilu tahun 2004 
sebagai presiden terpilih secara demokratis adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan M. 
Yusuf Kalla sebagai wakilnya, sedangkan hasil pemilu tahun 2009 sebagai presiden terpilih 
secara demokratis adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono sebagai wakilnya. 
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Kemudian Hasil pemilu tahun 2014 sebagai presiden terpilih secara demokratis adalah Joko 
Widodo dengan M. Yusuf Kalla sebagai wakilnya.              
Mencermati perkembangan pemilu demi pemilu di Indonesia yang sudah dilaksanakan 
sebanyak 10 (sepuluh) kali, seharusnya membuat masyarakat dan bangsa Indonesia semakin 
cerdas dalam menjalankan etika dan moral politik yang menjadi dasar dalam 
mengimplementasi Konsep Sistem Politik yang demokratis. Namun peristiwa politik berupa 
insiden kekerasan dan konflik sosial masih mewarnai dalam pelaksanaan pemilu. Fenomena 
penting yang perlu dicermati perkembangan dalam pemilu terutama dalam pemilu gubernur  
dan bupati/walikota disamping sering timbul konflik horizontal juga diwarnai money politik 
dan high cost. Padahal tujuan utama pemilu memberikan proses pendidikan politik warga 
negara dan pendemokrasian politik, sosial dan ekonomi. Namun ternyata hasilnya, 
menunjukan bahwa, partisipasi masyarakat terhadap pemilu masih rendah, berbagai daerah 
jumlah pemilih yang tidak melaksanakan hak pilihnya alias golput masih cukup tinggi. 
Pemimpin yang terpilih juga sebagian besar tidak mencerminkan aspirasi rakyat dengan 
indikasinya para kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) terpilih di samping tidak 
profesional dan kompeten juga banyak yang terlibat dalam kasus hukum (korupsi).             
         
Dengan demikian bagaimana mendesain sistem pemilu yang bisa mendorong 
terwujudnya praktek demokrasi yang berkualitas. Demokrasi memang suatu konsep politik 
yang menjadi harapan semua pihak bahwa dengan terciptanya sistem demokrasi yang 
dipraktekkan suatu negara mampu memperbaiki keadaan ekonomi dan politik. Namun 
implementasi demokrasi hasilnya berbeda-beda. Demokrasi yang substantif memberikan 
keleluasaan yang lebih dinamis tidak hanya demokrasi politik saja seperti selama ini 
dirasakan, tapi juga demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.                          
Model demokrasi substantif ini merupakan konsep yang menjamin terwujudnya 
perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Jika demokrasi substantif bisa 
diwujudkan, barangkali dapat disebut sebagai demokrasi yang berkualitas, karena 
implementasi demokrasi model ini mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang sangat 
mendasar yaitu nilai kebebasan yang memberikan akses di bidang ekonomi dan sosial, 
sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat mampu bisa diwujudkan.              
Adapun sudut pandang kegunaan dan keuntungan dengan menjalankan prinsip demokrasi 
menjamin kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas, yaitu:pertama; dengan demokrasi, 
pemerintahan dapat mencegah timbulnya otokrat yang kejam dan licik; kedua; menjamin 
tegaknya hak asasi bagi setiap warga negara; ketiga; memberikan jaminan terhadap 
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kebebasan pribadi yang lebih luas; keempat; dengan demokrasi dapat membantu rakyat untuk 
melindungi kebutuhan dasarnya, kelima;Demokrasi juga memberikan jaminan kebebasan 
terhadap setiap individu warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri; keenam; 
Demokrasi memberikan kesempatan menjalankan tanggung jawab moral; ketujuh; Demokrasi 
juga memberikan jaminan untuk membantu setiap individu warga negara untuk berkembang 
sesuai dengan potensi yang dimiliki secara luas; kedelapan; Demokrasi juga menjunjung 
tinggi persamaan politik bagi setiap warga negara; kesembilan; Demokrasi juga mampu 
mencegah perang antara negara yang satu dengan yang lain; kesepuluh; Demokrasi juga 
mampu memberikan jaminan kemakmuran bagi masyarakatnya.                          
Potret demokrasi seperti yang diuraikan diatas memerlukan perjuangan dan energi yang 
besar. Di samping itu perubahan paradigma yang juga diikuti oleh perubahan perilaku 
masyarakat dalam berdemokrasi merupakan suatu keniscayaan, jika bangsa ini ingin terbebas 
dari belenggu ketergantungan dari pihak manapun. Perubahan paradigma dan perilaku 
tersebut harus selalu sinergi dengan prinsip etika dan moral politik, budaya politik serta 
keteladanan para elite politik. Dengan demikian model demokrasi yang berkualitas seperti 
disebutkan diatas, akan terwujud jika sistem dengan menggunakan sistim distrik, atau sistim 
proporsional dengan menggunakan sistim daftar calon berdasarkan penentuan suara 
terbanyak. Sebab dengan sistem tersebut pertama; masyarakat akan lebih cenderung memilih 
figur dan tidak memilih  simbol partai politik, kedua; sistem ini menjamin terpilihnya wakil 
yang berkualitas, ketiga; hubungan wakil dan rakyatnya lebih dekat, keempat; wakil rakyat 
lebih independent dan berorientasi pada konstituennya.  
Lebih lanjut dinyatakan bahwa salah satu tugas, kewajiban dan wewenang Komisi 
Pemilihan Umum sebagaiamana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 adalah mengsosialisasikan seluruh Tahapan Pemilu kepada masyarakat. 
Penyebarluasan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui Partai Politik Peserta 
Pemilu 2014, Calon-calon Legislatif dari masing-masing Partai Politik maupun mendorong 
tingkat partisipasi pemilih, meningkatkan pendidikan Politik dan kesadaran masyarakat 
bahwa pentingnya partisipasi dalam Pemilu untuk menentukan masa depan bangsa 
(rangkuman hasil wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan  Ketua KPU 
Kota Pontianak). 
Berdasarkan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Pasal 19 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan 
suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin 
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mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia  didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara 
Pemilu dalam daftar Pemilih. Kemudian Pasal 20 menyatakan  untuk dapat menggunakan hak 
memilih, Warga Negara Indonesia  harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang 
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
Walaupun berbagai sosialisasi telah dilakukan oleh KPU Kota Pontianak termasuk 
pemutakhiran data pemiliih, namun dalam kenyataannya masih ada warga masyarakat Kota 
Pontianak yang tidak masuk dalam DPT. Di mana terdapat penduduk potensial pemilih yang 
tidak terdaftar dalam DPT.  Dari rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara anggota DPR, 
DPD, dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014,  sebanyak 469.480 penduduk Kota 
Pontianak tercatat dalam Data Potensial Penduduk Pemilu (DP4). Jumlah tersebut merupakan 
Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) tercatat jumlah penduduk Kota 
Pontianak sebanyak 660.261 jiwa. Tak hanya pemilihan presiden dan legislatif, data tersebut 
juga digunakan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak. DAK-2 ini adalah 
data kependudukan yang telah diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data di 
atas berarti daftar penduduk potensial pemilih Kota Pontianak sebanyak 469.480 orang, 
sedangkan yang terdaftar dalam DPT sebanyak 413.072 orang, berarti terdapat  56.408 orang 
yang memiliki hak memilih tetapi tidak terdaftar atau kehilangan hak pilih dalam pemilu 
legislatif tahun 2014. 
Berdasarkan data di atas, Ketua KPU Kota Pontianak menyatakan bahwa data penduduk 
potensial tidak berarti semuanya masuk dalam DPT karena kemungkinan ada yang pindah, 
sekolah/kuliah, meninggal dunia, nama yang sama terdaftar di dua tempat, dan lain 
sebagainya. Selain itu warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum 
terdaftar atau tidak termasuk dalam DPT tidak mau aktif melapor kepada RT setempat atau 
kepada PPS, padahal sebelum DPT ada DPS, seharusnya pada saat yang bersangkutan belum 
masuk dalam DPS melapor sehingga akan dimasukkan dalam DPT. 
Lebih lanjut diungkapkan oleh Ketua KPU dan Panwaslu Kota Pontianak bahwa dalam 
pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT 
sebenarnya bertambah karena adanya daftar pemilih tambahan. Hasil lengkap pelaksanaan 
pemilu legislatif di Kota Pontianak tahun 2014 sebagai berikut: 
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 413.072 orang 
yang terdiri atas 205.303 orang laki-laki dan 207.769 orang perempuan. Dari jumlah 
tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 302.870 orang atau sebesar 
(73,32%), yang terdiri atas 150.532 orang laki-laki dan 152.338 orang perempuan. 
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2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1.950 
orang yang terdiri atas 1.017 orang laki-laki dan 933 orang perempuan. Dari jumlah 
tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.298 orang atau sebesar 
(66,54%), yang terdiri atas 689 orang laki-laki dan 609 orang perempuan. 
3. Pemilih terdaftar dala Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1.268 orang yang 
terdiri atas 771 orang laki-laki dan 497 orang perempuan. Dari jumlah tersebut yang 
menggunakan hak pilihnya sebanyak 789 orang atau sebesar (62,22%), yang terdiri 
atas 527 orang laki-laki dan 262 orang perempuan 
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya 
sebanyak 9.356 orang yang terdiri atas 4.646 orang laki-laki dan 4.710 orang 
perempuan. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 9.356 
orang atau sebesar (100%), yang terdiri atas 4.646 orang laki-laki dan 4.710 orang 
perempuan. 
Dari data di atas tergambar bahwa jumlah pemilih yang terdaftar pada pemilu legislatif di 
Kota Pontianak tahun 2014 sebanyak 425.646 orang pemilih dan yang menggunakan hak 
pilihnya sebanyak 314.313 orang pemilih atau sebesar 73,84%. Jika jumlah pemilih yang 
terdaftar sebanyak 425.646 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk potensial pemilih 
Kota Pontianak sebanyak 469.480 orang, maka terdapat 43.834 orang yang memiliki hak 
memilih tetapi tidak terdaftar atau kehilangan hak pilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 
atau sebesar 9,34%. 
Ketua KPU Kota Pontianak (hasil wawancara) mengatakan bahwa agar masyarakat luas 
dapat mengetahui hasil perolehan suara Partai dan/atau calon di tiap-tiap TPS, KPU Kota 
Pontianak menggunakan Teknologi Informasi dengan cara melakukan pemindaian/scanning 
Berita Acara Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota yang dapat diakses 
langsung melalui http://pemilu2014.kpu.go.id/. Jumlah TPS yang tersebar di seluruh Kota 
Pontianak berjumlah 1.370 yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Selain keinginan 
yang kuat untuk transparansi kinerja KPU, berkat keterlibatan dan partisipasi yang aktif dari 
masyarakat. 
Proses pemungutan, suara dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 yang dilaksanakan 
serentak di 1.370 TPS Kota Pontianak yang berjalan tertib aman dan lancar, pada tahapan 
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS diselenggarakan pada tanggal 10 
s.d. 15 April 2014 yang dimulai pada pagi hingga malam hari. Untuk di tingkat PPK 
diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 17 April 2014, dan di tingkat KPU Kota Pontianak, 
dilaksanakan pada 21 April 2014 yang dihadiri oleh 12 Saksi masing-masing Partai Politik. 
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Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedelapan 
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program 
dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan Tahapan Pemungutan 
dan Penghitungan Suara : 
No. Tahapan Tanggal Pelaksanaan 
1. Pemungutan dan Penghitungan Suara 
di TPS 
9 April 2014 Oleh KPPS 
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Pengumuman hasil penghitungan 
suara di TPS 
9 April 2014 Oleh KPPS 
3. Penyampaian hasil penghitungan 
suara dan alat kelengkapan di TPS 
kepada PPS 
9 April 2014 Oleh KPPS 
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara di PPS 
10 s.d. 15 
April 2014 
Oleh PPS 
5.  Pengumuman hasil penghitungan 
suara di PPS 
10 s.d. 15  
April 2014 
Oleh PPS 
6 Penyampaian hasil penghitungan 
suara di PPS kepada PPK 
12 s.d. 15 2014 Oleh PPS 
7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara di PPK 
13 s.d. 17 
April 2014 
Oleh PPK 
8. Pengumuman salinan sertifikat  
rekapitulasi hasil penghitungan suara 
di PPK 
14 s.d. 17  
April 2014 
Oleh PPK 
9. Penyampaian berita acara dan 
rekapitulasi hasil penghitungan suara 
tingkat kecamatan kepada KPU 
Kab./Kota 
15 s.d. 19 2014 Oleh PPK 
10. Rekaptulasi dan penetapan hasil 
penghitungan suara tingkat kab./kota. 
19 s.d. 21 
April 2014 
Oleh KPU 
Kab./Kota 
11. Pengumuman rekapitulasi hasil 
penghitungan suara tingkat KPU 
Kab./Kota 
20 s.d. 22 
April 2014 
Oleh KPU 
Kab./Kota 
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12. Penyampaian hasil rekapitulasi 
penghitungan suara tingkat KPU 
Kab./Kota kepada KPU Provinsi 
20 s.d. 22 
April 2014 
Oleh KPU 
Kab./Kota 
13. Penetapan perolehan kursi dan calon 
terpilih Anggota DPRD Kab./Kota  
 
11 s.d. 13 Mei 
2014 
Oleh KPU 
Kab./Kota 
14 Pemberitahuan dan Pengumuman 
Calon Terpilih Anggota DPRD 
Kab./Kota 
12 s.d. 18 Mei 
2014 
Oleh KPU 
Kab./Kota 
 
Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU 
bukan hanya melakukan sosialisasi, namun juga melaksanakan bimbingan teknis. Ketua KPU 
Kota Pontianak (hasil wawancara) menyatakan bahwa secara berjenjang KPU Kota Pontianak 
melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, maupun KPPS. Bimbingan teknis 
diselenggarakan berkaitan dengan tugas dan pelaksanaan seperti: 
1. Pembagian tugas anggota PPS dan PPK; 
2. Pelaksanaan koordinasi antar PPS, PPK hingga KPU; 
3. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara; 
4. Tata cara pengisian formulir dalam berita acara; 
5. Tata cara pemberian suara pada surat suara; dan 
6. Tata cara membangun dan letak TPS dan alur pemilih. 
Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pontianak kepada PPK untuk 
pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Maret 2014, yang 
bertempat di Hotel Merpati Pontianak. Dan mendekati tanggal 9 April, KPU Kota Pontianak 
memberikan pendalaman materi kembali terhadap tata cara pengisian formulir berita acara 
kepada PPK dan PPS, agar pada pelaksanaan rekapitulasi tidak terdapat kekeliruan. KPU 
Kota Pontianak juga memfasilitasi layanan helpdesk untuk Pemilih, Logistik, serta 
Pemungutan dan Penghitungan Suara.  
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B.  Upaya Warga Negara yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya pada 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota 
Pontianak 
Amandemen UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang 
berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan kedaulatan 
berada di tangan rakyat sementara ayat yang sama pada UUD 1945 sebelum perubahan 
menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia 
menerapkan prinsip pemerintahan oleh rakyat atau demokrasi. 
Ciri khas dari Negara demokrasi ialah kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak 
dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Cara terbaik untuk 
membatasi kekuasaan pemerintah tersebut ialah melalui suatu konstitusi sehingga paham ini 
sering pula disebut dengan demokrasi konstitusional. Konstitusi akan menjamin hak-hak 
asasi warga negaranya dan menyelenggarakan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga 
kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan yudikatif 
(lembaga hukum). 
Tantangan bagi penguatan demokrasi atau konsolidasi demokrasi ini adalah bagaimana 
memberikan akses demokrasi kepada masyarakat dan pembentukan serta penguatan institusi-
institusi demokrasi. Di titik inilah desentralisasi dengan perwujudan otonomi daerah memiliki 
peran yang sangat penting dalam konsolidasi demokrasi. Peran desentralisasi dalam 
konsolidasi demokrasi tersebut berasal dari adanya proses demokrasi yang memotivasi 
otoritas lokal dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan konstituennya. Selain itu salah satu 
pemikiran diterapkannya desentralisasi adalah institusi demokrasi lokal akan lebih 
memahami dan merespon aspirasi lokal karena jika dilihat dari aspek jarak institusi dan 
masyarakat lokal yang dekat, mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi. 
Desentralisasi bukan hanya persoalan pengaturan hubungan antar berbagai tingkatan 
pemerintahan namun juga merupakan persoalan mengenai hubungan antara negara dan 
rakyatnya. Kebijakan desentralisasi bukanlah tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah 
semata namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat lokal sebagai pihak yang 
memiliki hak utama dalam penyelenggaraan kehidupan lokal. Hal ini akan tercapai melalui 
lembaga perwakilan masyarakat lokal dalam wadah DPRD melalui proses pemilu yang 
bebas. 
Demokratisasi di Indonesia kemudian diperkuat dengan adanya pemilihan kepala daerah 
secara langsung atau yang lebih dikenal dengan Pilkada mulai tahun 2005. Pilkada 
merupakan institusi demokrasi lokal yang penting karena dengan Pilkada, kepala daerah yang 
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akan memimpin daerah dalam mencapai tujuan desentralisasi akan terpilih melalui tangan-
tangan masyarakat lokal secara langsung. Kepala daerah terpilih inilah yang nantinya akan 
menjadi pemimpin dalam pembangunan di daerah termasuk di dalamnya penguatan 
demokrasi lokal, penyediaan pendidikan dasar dan layanan kesehatan, perbaikan 
kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan lain sebagainya. 
Bagi calon incumbent yang maju untuk kedua kalinya, Pilkada menjadi sarana masyarakat 
lokal untuk mengevaluasi kinerja calon selama yang bersangkutan menjabat sebagai kepala 
daerah. 
Sistem demokrasi memberikan peluang kepada semua pemimpin untuk menjadi 
pemerintah kalau berhasil memenangkan pemilu. Maka meraih suara terbanyak didalam 
pemilu adalah satu-satunya mekanisme untuk memerintah sebuah Negara demokrasi. Sejauh 
dibenarkan oleh hokum,seorang pemimpin akan menjalankan bermacam-macam cara agar 
mendapatkan suara terbanyak.  
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak mengatakan bahwa 
masyarakat yang tidak disadarkan dan didewasakan dalam berdemokrasi akan membuka 
lahan subur bagi praktik money politik dan mencederai kualitas demokrasi di Indonesia. 
Mungkin masyarakat berharap bahwa dalam perayaan demokrasi (pemilu legislatif) di 
Indonesia para institusi penyelenggara lebih mengutamakan dan menguatkan tiga aspek 
sebagai syarat prosedural prosesi pemilu tersebut, dimana regulation, proses dan law 
enforcement sebagai panglima dalam perayaan pemilu ini sebab ketiga aspek tersebut 
memiliki derajat urgensi yang sama dalam mengawal agenda pemilu dan sebagai awal 
konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sebab tanpa ketiga hal tersebut maka cita-cita demokrasi 
di Indonesia hanya uthopia dan sebatas euphoria semata dimana ketika waktu pemilu datang 
rakyat akan senang karena dapat bagi-bagi uang dan rasa senang itu akan hilang setelah 
pemilu selesai dan nanti pemilu datang lagi rakyat akan senang lagi walaupun mereka tahu 
bahwa setelah ini akan kecewa lagi. 
Padahal masyarakat berharap bahwa anggota DPRD yang terpilih dari proses ini bukan 
sekedar uang dan jaringan atau kharismatik melainkan ideologi yang jelas dan komit terhadap 
demokrasi (kesejahteraan rakyat harus menjadi panglima dalam pengambilan kebijakan) 
sebagai agen demokrasi juga sangat diperlukan. Namun bagi siapa saja yang akanterpilih 
dimana prosesi dan kompetisi yang diselenggarakan secara fair dan demokratis, maka niscaya 
dia tetap harus didukung dan yang kalah akan menjadi mitra yang dialektis. Sebab prinsip ini 
adalah sebuah kemestian bagi penganut sistem demokrasi prosedural. 
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Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Panwaslu Kota Pontianak (rangkuman 
hasil wawancara) mengatakan bahwa rakyat merupakan representasi mutlak terjadinya 
kedaulatan rakyat. Sehingga gagasan perluasan partisipasi publik, menjadi tak terbantahkan 
manakala didukung dengan adanya kesiapan yang memadai dalam menyambut pesta 
demokrasi tersebut. Oleh karena itu Pertama, Pemilu Legislatif menuntut kesiapan rakyat 
untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya 
merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkannya. Dengan cara demikian, 
maka kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud. Kedua, rakyat mempunyai kedaulatan 
penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Dari situ 
mereka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati 
nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggung jawabkan. Kemandirian ini 
pun dengan sendirinya juga mengeliminasi adanya potensi-potensi mobilisasi pemilih yang 
dilakukan oleh partai-partai politik ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, rakyat 
juga dituntut kedewasaan politiknya. Mereka harus siap secara mental untuk menerima 
perbedaan pilihan politik di antara mereka sendiri. Karena kegagalan dalam melaksanakan 
kedaulatan rakyat, berpotensi menciptakan terjadinya defisit demokrasi manakala pilihan-
pilihan politik hanya tersalurkan karena adanya patron klien, kesamaan suku, ras, agama dan 
kelompok, serta terjebak dan terfragmentasi pada kepentingan sektoral dan sesaat tanpa 
mengedepankan apsek nurani dan akal sehat. Dan Keempat, yang terpenting bahwa rakyat 
harus memastikan mereka terdaftar atau dapat menggunakan hak pilihnya dalam 
penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, dan di sisi lain pemerintah atau penyelenggaraan 
pemilu menjamin hak masyarakat untuk menentukan pilihannya. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di 
Kota Pontianak terdapat  56.408 orang yang memiliki hak memilih tetapi tidak terdaftar 
dalam DPT, dan dari jumlah tersebut terdapat 43.834 orang yang tidak bisa menggunakan 
hak pilihnya. Dengan kondisi seperti ini apakah penyelenggaraan Pemilu Legislatif tersebut 
dapat dikatakan berhasil dan bagaimana dengan warga Negara yang tidak dapat 
melaksanakan haknya tersebut, apa upaya yang harus dilakukan. 
Ketua KPU Kota Pontianak (hasil wawancara) menjelaskan bahwa proses pemungutan 
dan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dengan 
menggunakan Aplikasi hingga Penetapan Kursi dan calon terpilih sudah selesai dilaksanakan. 
KPU Kota Pontianak berhasil melaksanakan proses tahapan pemungutan dan penghitungan 
suara yang transparan, jujur dan adil. 
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Berdasarkan uraian di atas berarti bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh 
masyarakat/warga negara yang namanya tidak terdaftar dalam DPT masih dapat 
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yaitu datang langsung ke TPS 
dengan membawa/menggunakan KTP dan KK. Hal ini terbukti dalam Pemilu Legislatif 
Tahun 2014 di Kota Pontianak bahwa pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP dan KK 
yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 9.356 orang 
pemilih.   
Terhadap masyarakat/warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak harus 
dipilah terlebih dahulu apakah masyarakat/warga negara yang tidak dapat menggunakan hak 
pilihnya tersebut karena memang tidak diperkenankan oleh penyelenggara pemilu dengan 
alasan tidak masuk dalam DPT atau karena yang bersangkutan memang tidak mau 
mengusahakan penggunaan hak pilihnya, misalnya ketika namanya tidak tercantum dalam 
DPS atau DPT apakah yang bersangkutan sudah melaporkan kepada RT setempat atau 
petugas PPS atau apakah yang bersangkutan datang langsung ke TPS pada saat hari 
pemungutan suara yang ditentukan untuk melaksanakan hak pilihnya. 
Dalam hal masyarakat/warga negara yang namanya tidak masuk dalam DPT dan tidak 
melaporkan kepada RT setempat atau tidak datang langsung ke TPS pada saat hari 
pemungutan suara untuk mempergunakan haknya, maka menurut penulis bahwa hal tersebut 
merupakan kesalahan yang bersangkutan dan mereka tidak bisa menggugat pemerintah atau 
penyelenggara pemilu legislatif karena tidak dapat menggunakan haknya, karena DPT 
sifatnya tidak absolut artinya kalau tidak masuk DPT berarti tidak bisa menggunakan haknya, 
padahal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 masih dibuka kesempatan bagi 
masyarakat/warga Negara yang namanya tidak masuk dalam DPT tetap dapat menggunakan 
hak pilihnya dengan menggunakan DPKTb yaitu dengan membawa/menggunakan KTP dan 
KK pada saat hari pemungutan suara. Beda halnya dengan apabila masyarakat/warga Negara 
yang tidak masuk dalam DPT sudah melapor tetapi tetap tidak masuk dalam DPT atau tidak 
diperbolehkan menggunakan haknya pada saat hari pemungutan suara padahal yang 
bersangkutan sudah menunjukkan/membawa KTP dan KK, maka hal ini merupakan 
pelanggaran terhadap hak konstitusional warga Negara yang telah dijamin dan dilindungi 
dalam UUD 1945 dan mereka dapat melakukan upaya dengan menggugat pemerintah atau 
penyelenggara pemilu (KPU). 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara tegas menganut 
paham kedaulatan rakyat. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan 
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berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Daulat rakyat 
bermakna bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan 
rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang 
jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak. Adapun proses 
penentuan suara terbanyak dilakukan melalui sebuah pemilihan umum. Oleh karena itu, 
mengapa pemilu disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. 
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hak rakyat dalam menentukan pilihannya pada 
pemilu juga mendapatkan perlindungan dan jaminan konstitusional. Dalam hal ini, Pasal 27 
ayat (1) UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya; dan Pasal 28 D ayat (3) menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
Sekalipun rumusan kedua Pasal UUD 1945 di atas tidak secara eksplisit menyatakan hak 
pilih sebagai hak konstitusional, namun sebagai Penafsir konstitusi, MK melalui Putusan No 
011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menafsirkan bahwa pasal-pasal tersebut 
sebagai jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam putusan 
dimaksud, MK menyatakan; hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih 
(rights to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-
undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan 
penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga 
negara. 
Konstruksi cara berpikir seperti itu ditegaskan dalam Putusan MK No 102/PUU-VII/2009 
terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden.Dalam putusan tersebut di nyatakan; bahwa hak-hak warga negara untuk 
memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak 
konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen) sehingga oleh karenanya hak 
konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan 
dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak 
pilihnya. 
Atas alasan itulah kemudian ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No 42 Tahun 2008 
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebab, Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 
42 Tahun 2008 mensyaratkan hanya warga negara yang terdapat dalam daftar pemilih tetap 
(DPT) dan daftar pemilih tambahan saja yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 
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presiden/wakil presiden. Terdaftar dalam DPT dinilai oleh MK sebagai prosedur administratif 
sehingga tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara 
untuk memilih (right to vote) dalam pemilu. 
Atas pertimbangan itulah kemudian MK berpendapat bahwa untuk melindungi hak pilih 
setiap warga negara, maka penggunaan KTP atau paspor yang masih berlaku untuk 
menggunakan hak pilih warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan 
alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.Hanya saja, 
penggunaan KTP atau paspor tersebut juga dengan syarat sebagaimana dinyatakan dalam 
salah satu pertimbangan hukum dan juga diktum putusan MK Nomor 102/PUU-
VII/2009.Putusan itu kemudian dijadikan dasar hukum bagi KPU dalam memberi ruang bagi 
warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2009 dan 
Pemilu Legislatif Tahun 2014. 
Harus diakui pula, putusan tersebut juga telah menyelamatkan proses penyelenggaraan 
Pemilu 2009 dari tuduhan melakukan pengabaian terhadap hak pilih warga negara yang tidak 
terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan pemilu legislatif 2009 yang sangat ramai dengan 
persoalan banyaknya warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.Putusan tersebut pun 
telah diadopsi ke dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD, sekaligus juga menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 
Presiden/ Wakil Presiden Tahun 2014. 
Banyaknya calon pemilih yang tidak dapat mengikuti pemilihan umum 
menimbulkanmasalah hampir di setiap daerah, karena banyak calon pemilih namanya tidak 
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau terlambatnya disahnya DPT oleh KPU, 
sehingga masyarakat tidak mengetahui namanya ada atau tidak dalam DPT, 
membengkaknyajumlah pemilih menjelang hari pencoblosan, ada indikasi DPT yang hilang 
atau sengaja dihilangkan dan tidak memilikikartu pemilih. 
Masalah-masalah tersebut diatas membuat KPUmenjadi sasaran ketidakpuasan dari 
berbagai eleman masyarakat yang kecewa, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 
KPU adalah salah satupihak yang pertama dituduh bekerja tidak becus, pihak yang dianggap 
paling bertanggung jawab yang karenakelalaiannya banyak warga negara tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya. Walaupun hal ini tidak semuanya menjadi tanggungjawab KPU, 
karena seperti diketahui, tanggungjawab mengup-datedata pemilih sesungguhnya adalah 
tanggungjawab pemerintah/pemerintah daerah. 
Penyebab lainnya, adalah kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran pemilih kepada 
calon pemilih. Pendaftaran pemilih jelas sepenuhnya merupakan tangung jawab KPU di 
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masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota, karena anggaran untuk sosialisasi juga 
disediakan melalui masing-masing KPU. Tapi karena masyarakat tahunya penyelenggara 
pemilu adalah KPU, maka masyarakat pemilih dengan gampangnya mengatakan yang harus 
bertanggungjawab adalah KPU setempat. Diperlukan peran aktif dan kesadaran dari 
masyarakat itu sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pemilu. 
Proses pendaftaran pemilih dalam pemilu dilakukan oleh Dinas Kependudukan Provinsi 
dan atau Kabupaten/Kotadengan, mengupdating daftar pemilih yang digunakan pada saat 
pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi, 
ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar 
pemilih sementara (DPS). Kemudian data tersebut diserahkan kepada KPU. Daftar pemilih 
sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, untuk mendapat 
tanggapan dari masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara 3 (tiga) hari 
terhitung sejak berakhirnya jangkawaktu penyusunan daftar pemilih sementara. Dalam jangka 
waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih 
sementara. Pemilih dapat mengajukan usulan perbaikan, sehingga PPS segera mengadakan 
perbaikan daftar pemilih sementara. 
Apabila namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, masyarakat secara 
aktif melapor kepada PPS, untukdibuatkan daftar pemilih tambahan dan mendapat tanda 
bukti terdaftar sebagai pemilih. Tanda bukti terdaftar nantinya ditukar dengan kartu pemilih, 
bila daftar pemilih tetap (DPT) telah disahkan oleh PPS. Data pemilih tambahan juga 
diumumkan pada tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, untuk mendapat 
tanggapan. Dengan jangkawaktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 
penyusunan daftar pemilih tambahan. 
Dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, 
kemudia disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) oleh PPS. DPT juga 
diumumkan ditempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat luas selama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT. 
Bukan rahasia lagi, dalam setiap setiap pemilihan umum, daftar pemilih tetap (DPT) 
menjadi permasalahan. KPU selaku peneyelenggara yang bertanggung jawab atas 
terlaksananya hak rakyat tersebut, selalu mengulangi masalah yang sama.Lalu, bisakah rakyat 
yang kehilangan hak konstitusionalnya karena tidak bisa memilih, menggugat KPU? 
Mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 2012, menyatakan bahwa warga negara yang 
sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin punya hak memilih. Untuk menggunakan 
hak memilih, pemilih harus didaftar, yang kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara 
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pemilu. Dengan demikian, terlaksananya hak konstitusional rakyat untuk memilih menjadi 
tanggungjawab KPU. Olehnya jika ada rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih 
tidak terdaftar dan tidak bisa memilih karena alasan itu, maka KPU patut disalahkan. 
Terdapat beberapa ketentuan pidana baik berupa pelanggaran maupun kejahatan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berkaitan dengan hilangnya hak konstitusional 
warga Negara atau warga Negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, 
yaitu: 
Pasal 274 
Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar 
pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 
6.000.000,00 (enam juta rupiah).  
 
Pasal 281 
Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang 
pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan 
alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  
 
Pasal 292 
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  
 
Pasal 293 
Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan 
menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi 
seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  
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Pasal 295 
Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar 
pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  
 
Pasal 321 
Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, 
Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301 ayat (3), Pasal 303 ayat (1), Pasal 304 ayat (1), 
Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana bagi yang 
bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini. 
 
Penetapan DPT dimulai dari DP4 dan DPS yang selanjutnya divalidasi KPU beserta 
jajarannya. Tahapan tersebut semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tertutup 
ruang bagi rakyat pemilih tidak terdaftar dalam DPT. “Beda masalahnya jika terdaftar dalam 
DPT, dia tidak memilih. Itu haknya. Kewajiban penyelenggara adalah memberikan 
kesempatan yang sama pasa setiap warga negara yang telah sah menurut undang-undang, 
untuk menggunakan hak politiknya. Caranya, daftar dia dalam DPT. 
Hak sipil dan politik warga-negara dalam pemilihan umum  (Pemilu) adalah salah satu 
pilar utama dalam tatanan negara demokratis yang berbasis HAM. Sementara UUD 1945 
(Amandemen ke 4) sebagai konstitusi Negara dengan tegas telah menjamin pemenuhan hak 
konstitusional warga-negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Oleh 
karena itu, Negara dengan segenap aparatnya ditugaskan bukan hanya semata untuk 
menyelenggarakan pemilu secara berkala, akan tetapi juga hal yang terpenting adalah 
mengupayakan pemenuhan hak konstitusional warga-negara semaksimal dan sebaik 
mungkin. 
Hak untuk memilih adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu/warga Negara, 
sehingga pemenuhannya harus dijamin oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah 
dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) dituangkan dalam pasal 28I ayat 
(1) dan pasal 28G ayat (2) UUD 1945 maupun dalam berbagai instrumen hukum nasional: 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang 
Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. 
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PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, maka disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan hak pilih warga negara pada pemilihan umum 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Pontianak belum berjalan 
sebagaimana diharapkan, karena masih banyak masyarakat/warga negara yang 
memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam DPT atau tidak dapat menggunakan hak 
pilihnya. Jumlah pemilih yang terdaftar pada pemilu legislatif di Kota Pontianak 
tahun 2014 baik terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK, maupun DPKTb sebanyak 
425.646 orang pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 314.313 orang 
pemilih atau sebesar 73,84%. Jika jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 425.646 
orang dibandingkan dengan jumlah penduduk potensial pemilih Kota Pontianak 
sebanyak 469.480 orang, maka terdapat 43.834 orang yang memiliki hak memilih 
tetapi tidak terdaftar atau kehilangan hak pilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 atau 
sebesar 9,34%. 
2. Upaya masyarakat/warga negara yang tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Pontianak dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang dan 
anggota KPU atau siapa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi dapat dikenakan 
ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 karena menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. 
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